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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang mempunyai banyak 

penduduk yang menyebar diseluruh wilayah Indonesia baik itu kota maupun daerah. 

Kota yang melambangkan perkembangan ekonomi, politik dan sosial yang pesat. 

Pertama, aspek ekonomi kota terus mengalami peningkatan setiap tahunnya karena 

kota merupakan pintu gerbang perdagangan sehingga sebagian besar kebutuhan pasar 

pasti tersedia di kota. Kedua, aspek politik kota mempunyai dinamika yang sangat 

kompleks dan dipengaruhi dengan kepentingan masing-masing manusia. Ketiga, 

aspek sosial menyebutkan ruang kota adalah tempat berkumpulnya semua penghuni 

berbagai daerah. Banyak individu pindah ke kota untuk bisa menemukan kehidupan 

yang lebih baik, dan kawasan perkotaan pasti selalu memiliki daya tarik yang kuat bagi 

penduduk pedesaan. (Ayunda et al., 2020) 

Kota yang menjadi tempat tujuan penduduk pedesaan untuk meraih impian 

kehidupan yang lebih layak. Namun kenyataannya dengan jumlah pekerjaan yang 

tidak sesuai dengan porsinya, setiap individu dari berbagai daerah menghadapi 

kerasnya kehidupan di kota. Setiap individu bersaing dengan keterampilan yang 

dimiliki untuk mendapatkan pekerjaan. Tentu saja hal ini menyebabkan dampak bagi 

wilayah perkotaan dimana individu yang tidak bisa bertahan dengan kemampuan yang 

dimiliki akan tersingkir dari dunia kerja dan menjadi pengangguran. (Andari, 2018) 

Pengangguran merupakan individu yang dalam jumlah tinggi mengakibatkan 

permasalahan di kota. Sebagian besar pengangguran tidak bisa memenuhi kebutuhan 
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hidupnya yang terus menerus bertambah setiap tahunnya. Kondisi ini memungkinkan 

pengangguran tersebut untuk menghalalkan berbagai cara agar memenuhi kebutuhan 

hidupnya yang tidak sedikit menjadi gelandangan dan pengemis. 

Permasalahan keberadaan gelandangan dan pengemis adalah masalah krusial 

yang harus dihadapi oleh pemerintahan Indonesia. Sejalan dengan yang tertulis di 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 yang menyebutkan, “Fakir miskin 

dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Artinya semua masyarakat yang 

seperti anak terlantar dan masyarakat golongan miskin yang dasarnya harus  dirawat 

dari negara, sedangkan kenyataan yang terjadi di lingkungan masyarakat bahwa hanya 

sedikit dari anak terlantar dan individu miskin dirawat dari negara, sebagiannya 

bergantung pada pendapatan di jalanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.  

Satuan bahasa gelandangan dan pengemis biasa dipendekan menjadi “Gepeng”. 

Warga tidak begitu asing terhadap kependekan kata tersebut karena pada dasarnya  

kosakata gepeng sering digunakan dalam pembicaraan sehari-hari dan topik hangat 

media sosial, serta sebutan oleh pemerintah dalam pembuatan kebijakan yaitu 

kumpulan individu yang umum ditemukan di kota-kota besar. Menurut Peraturan  

Pemerintah No. 31 Tahun 1980, gelandangan dimaknai dengan sebagai individu yang 

hidup dengan tidak seimbang berdasarkan norma kehidupan dan tidak layak dalam 

bermasyarakat, tidak memiliki pekerjaan dan rumah yang pasti dan hidupnya selalu 

berpergian kemana-mana di berbagai tempat umum.  

Berbeda halnya dengan pengemis diartikan sebagai individu yang memperoleh 

pendapatannya atas dasar meminta-minta di lingkungan masyarakat umum yang 

menyiapkan segala alasan dan cara agar mendapat rasa kasihan dari individu lain. 
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Atribut yang biasa digunakan oleh pengemis seperti pakaian kotor, plastik gelas, 

permen bungkus, atau peti kecil untuk menyimpan uang yang didapat dari mengemis. 

Permasalahan gelandangan dan pengemis yang tidak kunjung berakhir hingga 

menjadi sebuah penyakit yang keberadaannya merusak sistem kota. Pengemis dan 

gelandangan yang hidupnya memiliki banyak keterbatasan, kecenderungannya yang 

berpegang erat pada rasa kasihan atau berian individu lain dan berjalan-jalan di 

lingkungan umum seperti pasar, terminal, lampu merah, dan perempatan jalan, 

akibatnya keberadaan gepeng tersebut dirasa sungguh meresahkan dan mengganggu. 

jenis-jenis gelandangan dan pengemis yag sering ditemui dijalanan manusia silver, 

manusia badut, pengemis membawa anak, bulu ayam (kemoceng), pengamen, anak 

punk dan lainnya (H.S. dan Kristian, 2021) 

Salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya fenomena ini adalah faktor 

kemiskinan. Kemiskinan yang terus melanda urban sprawl, adalah kebiasan buruk 

yang diturunkan pada penerus bangsa. Tetapi, dengan berbagai alasan ekonomi 

keluarga yang terbatas, gepeng terpaksa melakukan perkerjaan atau berbagai usaha  

untuk memiliki uang, walaupun menggunakan upaya yang buruk dan memunculkan 

kecemas pada masyarakat yang ada lingkungan terdekat. Kebanyakan gepeng 

melakukan kejahatan seperti perampokan, penipuan dan lainnya. Perkara tersebut juga 

mengakibatkan keresahan bagi masyarakat yang dengan melakukan aktivitas tersebut 

dan harus memunculkan sebuah program yang berisikan penangan gepeng bisa 

dilaksanakan dengan sigap. (Fadri, 2019) 

Kondisi sosial tersebut semakin mengkhawatirkan dengan kebiasan masyarakat 

yang bermalas-malasan. Permasalahan utamanya yaitu mental yang lemah dengan 

sifat yang konsumtif selalu ingin memiliki sesuatu dengan cara yang instan tanpa 
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mengerti pendidikan usia dini. Sebagian orang tua tidak memiliki keperdulian terhadap 

revolusi mental dalam sebagus-bagusnya mendidik anaknya dan terdapat orang tua 

yang bermalas-malasan dalam mendidik anak terkhususnya orang tua yang sibuk, 

tidak mempunyai etos kerja dan bekerja semaunya menyebabkan masyarakat 

bermental pengemis dan suka meminta-minta. (Elihami dan Ekawati, 2020) 

Revolusi mental ini harus dimulai dengan pembangunan dua arah yaitu, 

pembangunan kedalam dengan membangun sumber daya manusianya dan 

pembangunan keluar adalah dengan pemnbangunan kesejahterakan masyarakat. 

Sumber daya manusia yang unggul bisa membawa Indonesia mejadi negara yang 

semakin maju serta dapat menunjang pembangunan nasional. Ciri sebuah negara yang 

unggul antara lain memiliki masyarakat yang mempunyai tujuan yang cepat, kreatif 

dan produktif serta memiliki sikap yang menerapkan optimisme. (Suwardana, 2018) 

Kota Palembang merupakan ibukota yang bertempat di Provinsi Sumatera 

Selatan yang letaknya cukup strategis sebab dilintasi oleh jalur lintas Sumatera yang 

mempertemukan berbaagi wilayah di Pulau Sumatera, dikarenakan letaknya yang 

cukup baik masih banyak ditemukan para gepeng yang menjadikan itu sebuah 

pekerjaan untung mendapatkan uang demi kelangsungan hidup. 

Kota Palembang mengalami perkembangan yang begitu cepat bisa membuat 

peningkatan keramaian di tengah kota. Sejalan dengan hal ini, maka individu Pemerlu 

Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang semakin bertambah dan timbul di 

sekeliling pusat keramaian seperti pasar, perempat lampu merah, tempat makan 

pinggir jalan dan lainnya. Tentunya permasalahan gepeng perlu penanganan yang 

sangat matang dan terstruktur serta diperlukan kolaborasi atau kerjasama antara 

pemerintah dan nonpemerintah. Selain menyebabkan ketidaknyaman lingkungan di 
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tempat umum dan jalan, gepeng juga bisa membahayakan dirinya sendiri yang 

memungkin menjadi target eksploitasi dan tindak kriminal lainnya. 

Pemerintah Kota Palembang sudah mempunyai kebijakan mengenai 

permasalahan ini, yaitu Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 

tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis. Tentu dengan adanya 

peraturan ini tidak diperbolehkan atau dilarang melakukan kegiatan menggelandang 

dan mengemis. Menurut pasal 20 bab IV  menyatakan adalah, “tiap individu, keluarga, 

organisasi baik dengan cara sendiri maupun berkelompok diperintahkan agar tidak 

melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis dalam wilayah daerah akan 

terkena tindak pidana pelanggaran dengan membayar denda Rp. 50.000.000 (lima 

puluh juta rupiah) dan penjara maksimal 3 (tiga) bulan” hal ini diatur pada pasal 22 

bab IV tentang Ketentuan Pidana. 

Menurut Undang-Undang Wali Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 

disebutkan dalam pasal 4 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis 

berisikan “dalam rangka pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis 

pemerintah kota berwenang melakukan upaya terpadu dan berkelanjutan yang 

meliputi; a. Perlindungan sosial, b. Rehabilitas sosial, c. Pemberdayaan sosial, d. 

Jaminan sosial. Berdasarkan hal tersebut pada pasal 5  ayat 2 disebutkan penjangkauan 

gepeng dikoordinir Walikota melalui Dinas Sosial dengan melibatkan Satuan Polisi 

Pamong Praja (Satpol PP), Kepolisian, Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis 

terkait dan Unsur-unsur lain.    

Pada Kenyataanya Dinas Sosial Kota Palembang sudah memiliki tim 

penjangkauan sendiri yang bergerak untuk penjangkauan gelandangan dan pengemis 

di Kota Pelambang. Meningkatnya gepeng di Kota Palembang menyababkan pihak 
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Dinas Sosial kekurangan dalam segi personil dan kendaraan yang hanya 

mengandalkan 16 anggota dan 2 mobil patroli. Sehingga, mengharuskan meminta 

bantuan kepada OPD terkait dalam penjangkauan gepeng seperti Satpol PP agar 

melakukan penertiban.  

Organisasi UPTD yaitu Yayasan Rehabilitas Anak Nusantara Panti tidak 

melalakuan kegiatan yang mengarah pada rehabilitas sosial atau pembedayaan sosial. 

Semestara iitu rehabilitas sosial dan pemberdyaan sosial harus dilakukan agar 

mengurangi tingkat anak jalan yang mengemis. Bahkan kegiatan bakti sosial yang 

dilakukan oleh Dinas Sosial niliai kurang berhasil karena anak jalanan yang pengemis 

akan selalu kembali kejalanan, begitu juga dengan gepeng setelah melakukan 

penertiban yang dilakukan Dinas Sosial, Satpol PP dan Polrestabes belum bisa 

menimbulkan efek jera karena kebanyakan dari gepeng yang sudah tertangkap dan 

ditindak oleh Dinas Sosial masih akan kembali ke jalan untuk mengemis seperti biasa. 

Hal inilah yang dihimbau oleh Pemerintah Kota Palembang agar masyarakat tidak 

memberikan gepeng uang apapun motifnya dan jika ingin memberikan uang sebaiknya 

ketempat yang resmi seperti panti asuhan dan masjid. 

 

Tabel 1 Jumlah Data Gepeng di Kota Palembang Per Tahun 

 

Tahun 

Jenis  

Jumlah Gelandangan Pengemis 

2017 172 61 233 

2018 213 75 288 

2019 158 64 222 

2020 100 88 188 

2021 22 28 50 

2022 33 69 102 

Sumber : Dinas Sosial Kota Palembang, 2022 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui ternyata data gepeng hasil pemeriksaan 

yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Palembang selama empat tahun terakhir 

mengalami fluktuasi, yang mana ditahun 2018 memperlihatkan meningkatan jumlah 

yang terbilang tinggi dibandingkan tahun 2017; sedangkan ditahun 2019 menunjukan 

penurunan yang lumayan signifikan dan  ditahun 2020 juga dirasakan penurunan dari 

tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2021 juga mengalami penurunan, akan 

tetapi ditahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup besar dari tahun sebelumnya. 

Walaupun, mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak stabil tetapi jumlah gepeng 

tersebut masih terbilang banyak dan perlu ditindaklanjuti. Berdasarkan data yang telah 

disajikan, maka diharapkan ketidakstabilan jumlah gepeng yang ada di Kota 

Palembang dapat ditekan melalui proses kolaborasi yang dilakukan dengan melibatkan 

beberapa pihak.  

 

Tabel 2 Hasil Observasi Lapangan 

No Nama Tempat Jumlah Gepeng Hari / Pukul 

1.  Pasar 16 7 Orang Kamis, 01 Desember 

2022/ 13.00-16.00 WIB 

2. Teras Alfamart, Stasiun LRT 

Demang 

1 Orang Kamis, 01 Desember 

2022/ 11.00-12.00 WIB 

3. Simpang Empat Lampu 

Merah, Jalan Radial 

1 Orang Rabu, 21 Desember 

2022/ 16.00-17.00 WIB 

4. Ruko sedang tutup dekat  

lampu merah, Jalan Sumpah 

Pemuda 

2 Orang Rabu, 21 Desember 

2022/ 17.00 WIB 

5. Teras Alfamart, Jalan 

Kapten A. Anwar Arsyad 

1 Orang  Rabu, 21 Desember 

2022/ 18.30-20.0 0 WIB 
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No Nama Tempat Jumlah Gepeng Hari / Pukul 

6. Simpang Empat Lampu 

Merah, Jalan Mayjen Yusuf 

Singedekane 

2 Orang Kamis, 22 Desember 

2022/ 13.00-15.00 WIB 

Sumber: Dikelola oleh Penulis, 2022 

 

Berdasarkan Tabel di atas bisa dilihat bahwa gelandangan dan pengemis di Kota 

Palembang khususnya bertempat pada Pasar 16 masih banyak ditemukan gepeng yang 

belum mendapat tindakan. Pengamatan awal yang dilakukan diketahui bahwa 

kebanyakan gepeng yang usianya tergolong tua dan terdapat juga anak kecil. Gerak 

gepeng tergantung dengan situasi lokasi, di Pasar 16 gepeng melakukan kegiatannya 

dengan berjalan-jalan menghampiri individu lain yang sedang berbelanja sambil 

membawa kantong plastik dan berpakaian kotor, sedangkan gepeng yang berada di 

Teras Alfamart hanya berdiam diri di tempat dengan tangan meminta dan meletakkan 

kotak kardus dihadapannya. Selanjutnya di Simpang Empat Lampu Merah gepeng 

melakukannya dengan berjalan menghampiri satu persatu mobil yang berhenti saat 

lampu merah serta membawa gelas plastik.  

Pemerintah Kota Palembang menjadikan hal ini sebagai perhatian untuk upaya 

lanjutan dalam proses penanganan gepeng tersebut. Tentu hal ini harus memiliki 

rangakaian tindakan kerja sama antar instansi di Kota Palembang agar bisa bersama-

sama melibatkan dan memfokuskan pandangan pada permasalahan  gepeng. Landasan 

ini juga bisa menjadi repons dari pertanyaan kerja sama dari beberapa instansi dalam 

penggarapan gepeng yang biasa disebut dengan collaborative governance.  

Menurut Ansell dan Gash (2007),  “Collaborative adalah kerja sama antar aktor, 

organisasi atau lembaga agar mencapai tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan 

secara sendiri.”. Terdapat empat variabel dalam collaborative governance yang 
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memiliki beberapa tahapan sebagai berikut, awal kondisi, fasilitasi kepemimpinan, 

desain lembaga, dan proses kolaborasi. empat variabel tersebut merupakan bagian 

penting yang harus diperhatikan saat bekerja sama agar bisa mencapai suatu tujuan. 

Penelitian ini mengedepankan aspek proses collaborative governance dengan 

membuat sebuah model yang sesuai dalam pelaksaan penjangkauan gelandangan dan 

pengemis yang dilakukan oleh beberapa instansi dan sektor swasta. 

 

Gambar 1 Research Mapping 

 

Sumber: Dikelola oleh penulis menggunakan VOSviewer, 2022 

 

Berdasarkan research mapping di atas diketahui bahwa artikel jurnal peneliti 

terdahulu mengenai collaborative governance dapat diakses melalui mendeley dan 

kemudian dipetakan menggunakan vosviewers, dapat dilihat bahwa topik mengenai 

collaborative governence berkaitan dengan governance, leadership, stakeholder s, 

village, development, goal, collaborative process, policy, implementation dan lain 

sebagainya. Kata yang muncul di vosviewer terdapat sejumlah 33 item yang terdiri 

dari 5 clusters dan 313 link dengan total link 814 link. Artikel jurnal yang dipetakan 



10 

 

 

 

diteliti oleh (Maylani dan Mashur, 2019),  (Avoyan, 2022), (Emerson, 2018), (Douglas 

et al., 2020), (Zahara dan Mukhrijal, 2022) dan penelitian lainnya. Diagram tersebut 

dianalisis menggunakan artikel jurnal yang berfokus pada collaborative governance 

dengan berbagai macam objek yang berbeda. Pada diagram di atas dapat diketahui 

semakin besar lingkaran dan tulisannya makanya artikel jurnal tentang collaborative 

governance paling banyak dilakukan dan jika semakin kecil lingkaran dan tulisannya 

menunjukan topik pada jurnal masih sedikit dilakukan, artinya dari diagram tersebut 

bisa diketahui topik mana yang sering menjadi pusat perhatian dan yang masih sedikit 

dilakukan. Dilihat dari diagram di atas topik collaborative governance yang berfokus 

pada gelandangan dan pengemis masih sedikit dilakukan, baik dari title dan abstrak 

dari 100 jurnal. 

Bersumber pada research mapping memang sudah banyak yang mengkaji 

tentang collaborative governance, tetapi lokus pada penelitian sebelumnya juga  

mempunyai karakteristik tersendiri berkenaan dengan fokus tersebut. Baik dari aktor 

yang terlibat, faktor penghambat, faktor keberhasilan, penyebab terjadinya kolaborasi, 

dan hak masing masing aktor yang terlibat. Selain itu, fokus permasalahan yang dikaji 

yakni terkait collaborative governance dalam penjangkauan gelandangan dan 

pengemis masih sedikit dilakukan oleh peneliti terdahulu. Teori yang digunakan oleh 

penelitian terdahulu berbagai macam seperti, Undang-Undang Pemerintah Daerah, 

Huxham dan Siv Vangen (dalam Sabaruddin, 2015:33), Ansell dan Gash (2007) dan 

DeSeve (dalam Sudarmo, 2011), penelitian ini menggunakan teori Ansell dan Gash 

agar bisa diketahui model atau desain kolaborasi agar bisa menuntaskan permasalahan 

gelandangan dan pengemis yang ada. 
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Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan terkait permasalahan 

gelandangan dan pengemis di Kota Palembang, maka perlu dilakukan penelitian 

dengan judul “ Pendekatan Collaborative Governance dalam Penjangkauan 

Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas bahwa menetapkan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1.  Bagaimana penjangkauan gelandangan dan pengemis di Kota Palembang 

dengan menggunakan pendekatan collaborative governance?   

2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung dalam 

penjangkauan gelandangan dan pengemis di Kota Palembang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah 

tersebut maka tujuannya adalah : 

1. Untuk mengetahui, memahami dan mengidentifikasi penjangkauan 

gelandangan dan pengemis di Kota Palembang dengan menggunakan 

pendekatan collaborative governance. 

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis  faktor penghambat dan faktor 

pendukung dalam penjangkauan gelandangan dan pengemis di Kota 

Palembang. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, maka manfaat yang 

diharapkan dalam penelitian sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

konseptual model mengenai collaborative governance dalam penjangkauan 

gelandangan dan pengemis. Sehingga, permasalahan tersebut bisa dicarikan solusi 

serta dapat diatasi secara perlahan. 

1.4.2 Manfaat  Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktik 

yang dapat diterapkan oleh  Dinas Sosial Kota Palembang mengenai dalam 

penjangkauan gelandangan dan pengemis  dengan pendekatan collaborative  

governance.
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